BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke
daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan
untuk  mendukung  pendanaan penyelenggaraan
pemerintaha, pelaksanaan pembangunan, pemberdyaan
masyarakat, dan kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
anggaran transfer ke daerah diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;—\
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Mengingal ] UndangUndang  Nomor 3 Tahun 2007 entan g
pembentukan  Kabupaten  Sumba Tenpgah (Lembar
Ngurn Republik  Indonesia Tahun 2007  Nomor
Tambahan Lembaran Negori Re publik Indonesia Homeor
A679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang e
(lLembaran  Negara  Kepublik  Indonesii Tahun 2014
Nomor 7, ‘Tambahan lembaran  HNegara  Republk
indonesia Nomor 5495),

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerint ahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembiiran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemefintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negafa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);»\
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),sebagaimana dengan Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun
2021 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan ja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.»\
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumba Tengah.

5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba
Tengah.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan.

il

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

11. Desa adalah 65 (enam puluh lima) Desa yang ada di Kabupaten
Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

12. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat
TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang
telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang
dibagi dengan jumlah desa secara nasional.*\
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15.Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihjtung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa,
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap
kabupaten/kota.

18.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK
adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis
yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik
secara relatif antar Daerah.

19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG
Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis suatu Desa berdasarkan variabelketersediaan pelayanan
dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

20. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu
dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

21.Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

22.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebutt RKUD
adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan
olehBupatiuntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

23 Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa. -A\
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25.Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan ANggaran
Negara yag selanjutnya disingkat OM-SPAN adalahaplikasi yang
digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam system
perbendaharaan dan anggaran Negara dan menyajikan informasi
sesuai dengan kebutuhan yang di akses melalui jaringan berbasis

web.
BAB 11
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahyn
Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

Alokasi Dasar;
Alokasi Afirmasi;
Alokasi Kinerja; dan
Alokasi Formula.

pogop

Pasal 3

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan
secara proporsional kepada setiap Desa dengan memperhatikan
jumlah penduduk.

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan
secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk
miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

Pasal 5

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan:
a. kriteria utama; dan
b. kriteria kiner ja.

(4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang diterbitkan atau
diperoleh pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran

berjalan. w\
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(5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf &
merupakan tata kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan

bebas dari korupsi.
(6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

terdiri atas :
a. indikator wajib; dan/atau
b. indikator tambahan.

(7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
dinilai oleh Pemerintah.

(8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dinilai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

(9) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak melakukan
penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian
kinerja Desa sampai batas wajtu yang telah ditetapkan, penilaian
kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Pasal 6
(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan
dengan bobot tertentu berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. jumlah penduduk;
b. angka kemiskinan Desa,
c. luas wilayah Desa; dan
d. tingkat kesulitan geografis.

BAB III
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
Pasal 7

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa dari bupati.

(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

(5} Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih
antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. N\
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(6) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimak sud pada ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersendiri.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa,
dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran ber jalan,

b. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana
Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa,
dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa
mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I, sebesar 60% {enam puluh petrsen) dari pagu Dana Desa
yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan
paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa.
dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan Daerah tertinggal
dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh
Kementerian Negara/lembaga terkait.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan setelah KPA BUN penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur Ssesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap I menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
40% (empat puluh persen).

(3) Selain persyaratan penyaluran tahap 1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, bupati melakukan:
a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hurufb; ‘_\
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b. perckaman realisasi Dana Desa  yang  ditentukan
penggunaannya; dan

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang
disertai dengan daftar rincian Desa.

Melalui aplikasi OM-SPAN.

(4) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 1
(satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.

(5) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(6) Selain persyaratan penyaluran tahap Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b bupati melakukan penandaan pengajuan
atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa
melalui aplikasi OM-SPAN.

(7) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat {6) dilakukan dengan ketentuan sebagal
berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan;
dan

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai
langkah-langkah akhir tahun.

(8) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen
persyaratan penyaluran scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6)
diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(9) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman Pagu Dana Desa
yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

(10) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a angka 2 untuk scluruh Desa, dan wajib menyampaikan
surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap | pertama kali disertai dengan
daftar RKD.

(11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari scluruh kegiatan setiap Desa.

(12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(13) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum tersedia,
bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi ;
Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran..,\
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(14) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan
daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar
dalam system kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank
Indonesia real time gross setlement sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(15) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (14), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Kuhusus, dan
Keistimewaan.

(16) Tata cara dan penyempaian perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam
sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

(17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumecn
digital (so ftcopy).

(18) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

Pasal 10

Tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yang ditentukan
pénggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 11

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 disampaikan dengan surat pengantar
yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan
keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kf:wenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 12
(1) Bupati bertanggungjawab atas:

a. Kelenglfapan _ Persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;

b. Kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) huruf a; dan

c. Kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2 serta surat pengantar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l).\,(

: Dipindai dengan
'@ camScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bupati menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara

lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf a angka 1 dan huruf b.

(2) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 14

Pemerintah Daerah kabupaten dilarang menambah persyaratan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
Pasal 9.

Pasal 15
(1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan:

a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2);

b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12,

(2} Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten
kepada Desa
Pasal 16

(1) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan
menggunakan SPP dan SPM.

(2) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun
penerimaan nonanggaran oleh Daerah.

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun

pengeluaran nonanggaran. \.\
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(4) Dalam rangka pemotongan Dana Desa setiap kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), pcjabat pembuat komitmen menerbitkan SPP.

(5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk

pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5}, KPPN
menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD.

(7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kepada bupati melalui Aplikasi OM-
SPAN.

(8) Tatacara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tingkat |
Pemerintah Daerah '

Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkanDana Desa
dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

(2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap
kabupaten, Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan
perubahan pagu dimaksud dalam perubahan APBDdan/atau
perubahan penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan ‘E
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah kabupaten
melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). \_.\
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(4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D

untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
dari Aplikasi OM-SPAN.

(5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten dilakukan berdasarkan daftar
rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa
Pasal 18

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes
beradasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengalokasian Dana Desa.

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan Insentif, menganggarkan
insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan
APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes tahun

anggaran berjalan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan Dana Desa, Pemerintah desa melakukan pencatatan
pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Pelaporan APBDes

Pasal 19
(1) Kepala Desa menyampaikan:

a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun
anggaran sebelunya,

kepada bupati melalui camat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bupati menyusun:

a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama
tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana
fhmakSud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem
informasi yang dikelola oleh Pemerintah. w\
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BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 20

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
prioritas Desa.

(2) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa
sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

(3) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional
ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
dan kementerian Negara/lembaga terkait.

(4) Petunjuk operasional dan fokus penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
peraturan menteri yang  menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan
kementerian Negara/lembaga paling lambat sebelum tahun
anggaran berjalan,

Pasal 21

(1) Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan
kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3)

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga Kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Pemerintah Daerah  melakukan pendampingan  atas
penggunaan Dana Desa. \.»\
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Kementerian Keuangan melakukan :

a. pemantauan dan evaluasi sisa pengelolaan Dana Desa; atau

b. pemantauan bersama-sama dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
terhadap:

a. penyaluran Dana Desa;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian kelyaran Dana
Desa;

c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa; dan

d. sisa Dana Desa di RKD

(3) Pemantauan bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan minimal terhadap pengelolaan kegiatan
dan capaian keluaran kegiatan  yang ditentukan
penggunaannya.

Pasal 24

Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a

dilaksanakan untuk:

a. memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. mengetahui besaran dan kendala realisasi penyaluran Dana
Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing KPA BUN

Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.

Pasal 25

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk:

a. menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berjalan; dan

b. mengetahui besaran penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa.

(2) Dalam hal bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala KPA
BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan dapat berkoordinasi dan meminta bupati untuk
melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).\\
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(3) Ddam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran D ana
Desa belum memenuhi ketentuan, KPA BUN Penyaluran Dané
Desa, Insentif,Otonomi  Khusus, dan Keistimewaan dapat
meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati.

Pasal 20
(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) huruf ¢ dilakukan untuk mengetahui:
a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana

Desa sampai dengan tahun anggaran sebeiluMnya; dan
b. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di

RKD;

(2) Besaran  sisa Dana Desa di RKD yang belum
selesaiDiperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun
Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Tahap Il pana
Desa yang tidak ditentukan Penggunaannya tahun anggaran
berjalan.

(3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dianggarkan
kembali di tahun anggaran berjalan oleh Kepala Desa dan
dilakukan perekaman oleh bupati pada Aplikasi OM-SPAN.

(4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan
Perekaman oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya di RKD sebagaimana Dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperhitungkan pada Penyalufan tahap II Dana Desa
yang tidak ditentukan Penggunaannya tahun anggaran
berjalan.

(5) Dalam_ hal Dana Desa tahap 1l tahun anggaran berjalan
sebagmmar}a dimaksud pada ayat (2} dan ayat (4) tidak
mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan Pada
penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak Ditentukan
Penggunaannya tahun anggaran Berikutnya.

(6) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali di
tahu.n berjalan  secbagaimana dimaksud pada ayat
(3),d1g_urlakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana De;a
sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan Dalam
peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan
Dana Desa yang diatur dalam peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang desa,

pembangunan daerah terti . .
S ertinggal, dan transmigrasit yang

(7) gﬁlgm Eal berdasarlfan pemantauan atas sisa Dana Desa di
ditemz&:{ agal'imana dimaksud (.ia]am Pasal 23 ayat (2) huruf c
oo ?;; ssDa Dana Desa di RKD lebih dari 100% (seratus
s ri Dana Dgsa yang diterima pada tahun anggaran

Jalan, Kementerian Keuangan menyampaikan hasi
pemantauan dimaksud kepada bupati. ,\ =
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(8) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana diunak siud il

ayat (7), bupati meminta inspektorat Daerah untuk melskubkn
pemeriksaan terhadap:

a. besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran
setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal
sisa Dana tersedia secara fisik;

bh. besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun
anggaran sctelah tahun anggaran periode pemeriks.aan
dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/atau

c. selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi
sebenarnya secara fisik.

(9) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pemenksaan
kepada bupati.

(10) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setingg:-
tingginya 30% (tiga puluh persen).

(11) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (8 huruf b, bupati menyampaikan surat
permohornan  kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan untuk menghentikan penyaluran Dana Desa pada
tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.

(12) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimak sud
pada ayat (8 huruf ¢, bupati menyampaikan surat
permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun

anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan sebesar
rekomendasi dari inspektorat Daerah.

(13) Mekanisme  pemeriksaan  dan penyampaian hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan awat (9)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 27

Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan perpajakan
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf d, dilakukan wuntuk mengetahui tingkat kepatuhan

penyampaian data transaksi harian dan rekapitulasi transaksi
harian.

Pasal28
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)

dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.»&
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(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter judi pada
tahun anggaran sebelumnya sampai dengan sebelum penyaluran
tahap Il tahun anggaran ber jalan.

(3) Bencana  alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:

a. Dana Desa,;

b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
dan/atau

c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ‘huf‘uf a,
merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari
RKD.

(5) Bupati melakukan verifikasi kebenaran atas kejadian bhencana
alam sebagaimana dimaksud pada ayat {2).

(6) Berdasarkan hasil verifi kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
bupati menyampaikan surat permchonan  pengecualian
perhitungan sisa Dana Desa kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan yang minimal memuat:

a. nama dan kode Desa;

b. peristiwa bencana alam yang dialami;

c. waktu kejadian; dan

d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri surat pernyataan
tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.

(8) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meneliti kelengkapan
dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan ayat (7).

(9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah
lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa
dengan menerbitkan naskah dinas persetujuan pengecualian

perhitungan sisa Dana Desa yang disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan,

(10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak
lengkap dan tidak sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa
Dana Desa dengan menerbitkan surat penolakan.

(11) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan
sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling
lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan. ~\
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(12)Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dan'a Desa l'nhup [l
tahun anggaran berjalan, permohonan pengecualian perhitungan
sisn Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) udak
dapat diajukan.

Pasal 29

Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima
permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9) dengan lengkap dan sesuai, Desa
tersebut dik ecualikan dari perhitungan penyaluran Dana Desa vang
tidak ditentukan penggunaannya tahap Il sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4).

Pasal 30
(1) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan evaluasi terhadap:

a. kebijakan pengalokasian, penyaluran, dan/atau prioritas
penggunaan Dana Desa; dan/atau

b. hal-hal lain yang diperlukan untuk membantu merumuskan
kebijakan yang lebih baik kedepannya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan menggunakan indikator meliputi:

. kesesuaian alokasi Dana Desa dengan kebutuhan setiap Desa;

a
b. kecepatan penyaluran dan penyerapan Dana Desa;

o

kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai prioritas; dan/atau

B

indikator /kriteria lain yang relevan, baik dalam agregasi
tingkat Desa, maupun tingkat kabupaten.

(3) Evaluasi atas indikator sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dapat dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari

kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 31

(1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 30, Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan menyusun laporan hasil pemantauan dan
evaluasi.

(2) Laporan hasil penmantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat digunakan untuk rekomendasi perbaikan
kebijakan Dana Desa ke depan.

\
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Pasal 32

(1) Berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan secara berjenjang oleh:

a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan

b. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan koordinasi dengan bupati.

(3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD paling lambat bulan Februari tahun anggaran
berikutnya.

(5) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan laporan
hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

(6) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b;

b. penyaluran Dana Desa;

c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20;

d. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
e. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada
kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran
data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
Aplikasi OM-SPAN.

(3) Dajam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati
dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan
pemeriksaan. V,\
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BAB VIl
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 34

(1) Dalamhal terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan

penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai
tersangka;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan
status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;

¢. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan
dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk
mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dapat melakukan penghentian dan/atau tidak penundaan
penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun
anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa

dan/atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan
sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan
penyaluran Dana penghentian Desa kepada Kementerian
Keuangan C.q. Direktorat Jenderal perimbangan keuangan

(4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang

tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. Surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari
bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

dan/atau bupati atas permasalahan Desa dimaksud pada ayat
(1) huruf b;

c. Surat rekomendasi dari kementerianmenyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,berdasarkan hasil
klarifikasi gubernur sebagai wakil Permerintah; ,‘
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d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonewia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepals

dari lembaga yang menangani urusan keamanan negiri alih
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d; atau

e. surat permohonan dari bupati atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan surat sebagaimana penggunaannya berdasarkan
dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima
setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan,
penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
perbendaharaan.

(8) Dalam hal proses penghentian dan/atau penundaan penyaluran
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:

a. bupati;

b. menteri yang menyelernggarakan pemerintahan dalam negeri;
dan/atau

c. Panglima Tentara Nasional ndonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang
menangani urusan keamanan negara.

(9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:

a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan
status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat
pelaksana tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a;

b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan
Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b;

c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c;atau ‘_\
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d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa
untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam
keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d.

(10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dilalkukan dalam hal Menteri Keuangan c. q
Direktur Jenderal perimbangan Keuangan telah menerima

surat:

a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari bupati;

b. rekomendasi dari bupati dan/atau menteri. yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negers;

c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalan negeri berdasarkan hasil klarifikasi

gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau

d. rekomendasi dari Panglima Tentara Indonesia, Kepalg
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari
lembaga yang menangani urusan keamanan negara.

(11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat
disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan
dalam hal surat sebagaimana dimalksud pada ayat (10) diterima
7 {tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

(12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, berhak mendapatkan
penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah
periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10).

(13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan C.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
dari bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

(14) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10} diterima
setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (11), Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUN.

(15) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran

berikutnya. .\\
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Pasal 35

(1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana
Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana
Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10) telah ditenma
oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan
Keuangan.

(2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(10) dan ayat (13), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan
menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran .Dana
Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:

a. bupati,

b. menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri,
dan/atau;

c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan/atau dan/atau Kepala dari
lembaga yang menangani urusan keamanan negara.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) pada Desa yang menerima Insentif Desa,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.

(2) Insentif desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan
tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 37

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan
hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran
dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan
mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.

(2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau
kejalksaan untuk mendapatkan Bukti Setoran atau salinan bukti
setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran
ke RKUN sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disertai dengan
sural permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang
nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.v\
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(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi
dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (3).

(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3} telah
sesuai, Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan menerima
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana
Desa di RKD dengan menerbitkan naskah dinas kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 38

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan
penyalahgunaan wewenang oleh bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1} huruf ¢, Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan
penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan
penggunaannya.

(2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat
rekomendasi penundaan penyaluran dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum
berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima.

(4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen)
dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode
bersangkutan.

(5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
atas nama Menteri Keuangan.

(6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer
Umum melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi
umuim.

(7) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi  penyaluran kembali dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan tanggal
15 November tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Melakukan penyaluran kembali dana
alokasi umum yang ditunda. p\
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(9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umun
sebagaimana dimaksud pada ayat (0) dan penyaluran Kembal
dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menten
Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi

umum, dan dana otonomi Khusus.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39
(1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya
dengan membandingkan data jumlah Desa yang bersumber dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri Dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

(2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data Jumlah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan
Juni pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan
dengan data jumlah Desa bersumber dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 setelah berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

(4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lebih banyak dibandingkan
dengan data jumlah Desa bersumber dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri
Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menggunakan data jumlah Desa yang Bersumber dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(5) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau kode Desa sesuai
dengan ketentuan yang diterbitkan oleh kementerian yang
pemerintahan dalam negeri, dilakukan perubahan nama
dan/atau kode Desa pada Aplikasi OM-SPAN.

(6) Perubahan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dilakukan sepanjang belum terdapat realisasi penyaluran

Dana Desa. w\
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Pasal 40

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya dan/atau Desa yang mengalami
bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikecualikan
dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

a. Persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh bupati
kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan berupa laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,
dan

b. Persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh kepala
Desa kepada bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 41

(1) Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana Desa
akibat kejadian kahar, Menteri Keuangan dapat memberikan
perpanjangan batas waktu penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta batas waktu
penerimaan Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

(2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan atau surat yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
atas nama Menteri Keuangan.

{3) Kejadian kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau
kebakaran.

(4) Kejadian bencana alam, beéncana non alam, dan/atau bencana
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Mengacu pada
peraturan perundangan-undangan mengenai bencana.

(5) Kejadian kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung
dengan pernyataan bupati.

Pasal 42

Penunjukan pejabat perbendaharaan negara, peran koordinator KPA
Penyaluran TKD, pembagian wilayah kerja KPA BUN Penyaluran
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan,
pengelolaan RKD, pengelolaan data Supplier, penyusunan rencana
penarikan kebutuhan dana,penyusunan proyeksi penyaluran,
penyelesaian retur,penyusunan laporan keuangan, dan pemantauan
dan  Evaluasi oleh  Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan, .\
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di

Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul

pada tanggal 12 Januari 2024 ‘

_Pj.BUPATI SUMBA TENGAH, /‘7

JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di1 Waibakul
pada tanggal 15 januari 2024

\, SEKRETARIS DAERAH, &_

~\W / |

BERNAR DUS. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 3
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024
TENTANG  : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024
No. Kecamatan Nama Desa ALOKASI DASAR |ALOKASI FORMULA| ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA TOTAL
1 |Katiku Tana Makata Keri 607,490,000 251,582 000 859,072,000
2 |Katiku Tana Kabela Wuntu 544,646,000 243 598°500 788,244,000
3  |Katiku Tana Mata Woga 607,490,000 161 785 00 204,600,000 973,875,000
4 |Katiku Tana Umbu Riri 607,490,000 273! 30 00 881,420,000
5 |Katiku Tana Anakalang 670,334,000 150’203 00 821,237,000
6 |Katiku Tana Dewa Jara 607,490,000 269,94, 00 877,230,000
7  |Katiku Tana Mataredi 544,646,000 291 73_"n00 94,800,000 931,281,000
8 |Umbu Ratu Nggay Barat __|Praimadeta 544,646,000 350'381’,:000 204,600,000 1,100,126,000
9 |Umbu Ratu Nggay Barat  |Pondok 544,646,000 428°,9Y,000 94,800,000 1,067,837,000
10 _|Umbu Ratu Nggay Barat Maderi 544 646,000 301-50Y,000 845 946,000
11 |Umbu Ratu Nggay Barat Anajiaka 544,646,000 175,28 000 719,674,000
12 |Umbu Ratu Nggay Barat Wairasa 670,334,000 243 =01 000 204,600 000 1,118,435,000
13 |Umbu Ratu Nggay Barat Umbu Kawolu 544,646,000 344 =9 _,000 204,600 000 1,093,845,000
14 |Umbu Ratu Nggay Barat  |Umbu Mamijuk 607,490,000 153586,000 204,600,000 965,876,000
15 |Umbu Ratu Nggay Barat Umbu Pabal 607,490,000 416: 04,000 94,800,000 1,118,494,000
16 _|Umbu Ratu Nggay Barat __|Umbu Langang 544,646,000 357'486°900 94 800 000 996,832,000
17 _|Umbu Ratu Nggay Barat __|Umbu Pabal Selatan 544,646,000 2417°71,°00 94,800,000 881,117,000
18 |Umbu Ratu Nggay Barat Umbu Jodu 544,646,000 309_'320,000 94,800,000 948,466,000
19 [Umbu Ratu Nggay Barat Anapalu 544,646,000 280,261,000 94 800 000 919,807,000
20 |Umbu Ratu Nggay Barat  |Daha Elu 544,646,000 361,984:Y00 94,800,000 1,001,430,000
21 |Umbu Ratu Nggay Barat Dewa Tana 544,646,000 370.816:Y00 915,462,000
22 _|Umbu Ratu Nggay Barat __|Mata Waikajawi 544,646,000 271 584:900 94,800,000 911,030,000
23 |Mamboro Wendewa Timur 607,490,000 41.'192;°00 1,025,582,000
24 |Mamboro Wendewa Selatan 607,490,000 400 178,000 204,600,000 1,212,168,000
25 |Mamboro 'Wendewa Utara 607,490,000 424:_.76:200 1,031,866,000
26 |Mamboro 'Wendewa Barat 544,646,000 326°515:° 00 204,600,000 1,075,461,000
27 |Mamboro |Cendana 607,490,000 334,071.900 94 800,000 1,036,361.000
28 [Mamboro 'Wee Luri 544,646,000 368=38:200 913,184,000
29 [Mamboro Ole Ate 607,490,000 371 .69:Y00 204,600,000 1,183,759.000
30 _|Mamboro Manu Wolu 607,490,000 529,973,000 1,137,463,000 |
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31 |Mamboro Watu Asa 544,646 000 444,085,000 94,800,000 1,083,531,000
32 _|Mamboro Bondo Sulla 544,946 900 355,316,000 94,800,000 994,962,000
33 |Mamboro Susu Wendewa 607,590’ ,00 428:734,0q0 9% 800 000 1,131,024,000
34 |Mamboro Ole Dewa 544,646 00 391,714 940 94,800 000 1,031,160,000
35 |Mamboro Cendana Barat 544,646 500 445271 o 0 94,800,000 1,084,717,000
36 |Umbu Ratu Nggay Mbilur Pangadu 544 646 900 318 485090 204,600,000 1,067,731,000
37 |Umbu Ratu Nggay Soru 544 646,000 32853800 94 800,000 967,554,000
38 |Umbu Ratu Nggay Praikoruku Jangga 544,946,000 286 ',355,0”0 94,800,000 925,511,000
39 |Umbu Ratu Nggay Lenang 544 64 000 397; 17,000 94,800,000 1,037,323,000
40 |Umbu Ratu Nggay Tana Mbanas 544'64§ 000 3g5‘g_76 000 204,600,000 1,134,522,000
41 |Umbu Ratu Nggay Padira Tana 544’ 646=°°° 325,531,200 94 800 000 984,977,000
42 |Umbu Ratu Nggay Ngadu Bolu 544’ 4 1590 3_55,7 n00 94,800,000 994,523,000
43 |Umbu Ratu Nggay Tana Mbanas Selatan 544,2,9,%0 3&2,0,44- 0 907,180,000
44 |Umbu Ratu Nggay Tana Mbanas Barat 54436 8960|  _ 3'2 EER ) 916,685,000
45 |Umbu Ratu Nggay Ngadu Olu 544,6 '6 000 2‘2:—,;;'6_’% 766,692,000
46 |Umbu Ratu Nggay Lenang Selatan 544 576 000 431 ¢,3'-00 94,800 000 1,071,289,000
47 |Katikutana Selatan Konda Maloba 544 6, 70 00 383, 2"’ 94,800,000 1,022,868,000
48 |Katikutana Selatan Tana Modu 607,470,000 281= 423 g 889,133,000
49 |Katikutana Selatan Malinjak 607 95, 00 270,“"9"‘ 204,600,000 1,082,139,000
50 |Katikutana Selatan Wailawa 607 49,,: 0Q SEGWS’VQO 993,748,000
51 |Katikutana Selatan Dameka 607 49,,°00 345.2°1' 70 952,581,000
52 |Katikutana Selatan Waimanu 607:,9 V0q 374,0°1' “Uo 982,241,000
53 |Katikutana Selatan Manurara 544 ¢4°,Y0q 342,795-00 886,651,000
54 _|Katikutana Selatan Dasa Elu 607;,9Y.00¢ 262 Y00’ 100 94,800,000 964,290,000
55 _|Katikutana Selatan Oka Wacu 544 546.Y0q 267:203° 00 812,479,000
56 _|Umbu Ratu Nggay Tengah |Bolu Bokat 544,’646,"00 381,538’ 00 94,800,000 1,021,434,000
57 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Bolu Bokat Barat 544,646-009 403,088’ 00 94,800,000 1,043,384,000
58 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Bolu Bokat Utara 544,645" 09 383,937 400 94,800,000 1,023,413,000
59 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Maradesa 544 04 2 0¢ 276,569 00 94,800,000 915,955,000
60 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Maradesa Timur 544,64 olq 272,400; 00 94,800,000 911,936,000
61 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Maradesa Selatan 544,64 00q 294 850,900 94,800,000 934,276,000
62 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Weluk Praimemang 544 94" 004 396, 56,,00 94,800,000 1,035,602,000
63 _|Umbu Ratu Nggay Tengah |Wangga Waiyengu 544,64° 00 37°6.7g1,500 94,800,000 986,227,000
64 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Sambali Loku 544 946,00, 434:7 0,000 979,606,000
65 |Umbu Ratu Nggay Tengah |Holur Kambata 544,646, 0q 394,746,000 94,800,000 1.034.092.000
JUMLAH 36,847,402,000 21,792,414,000 3,033,600,000 2,250,600,000 | 63,924,016,000
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